
GUBERNUR RIAU

PERAAURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : TAIIUN 2oll

TDNTANG
PERI-INDUNGAN TENAGA (ERJA MELALUI BADAN PEI{YELENGGARA

.'AMINAN SOSIA' I(Ef ENAGAITER.'AAN
DI PRO!1NSI RIAU

DENGAI,I RAHMAT T1JHAN YANG MAHA ESA

AIBERNUR RIAU

bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahte.@n
tenaea kerja khususnya dan masydakat pada umumnya
di dae.ah merupakan salah satu fungsi dan tanggung
jarvab Pemerintah DaeEh;

b. banwa untuk pelaksanaan prog.am jaminan sosia,l
berdasafkan kctcntuan Pasal 6 ayat (2) Undang undang
Nomof 24 lahun 2011 tentang Badm Penyelenggara
Jaminan Sosial, dipc.lukan suatu pedoman bagi
Pemerinlah Daerah dan Badan Penyelenggara Jamind
Sosial (etenacakerjaan;

c. bah$a ber dasarkd pertimbangan sebagaimana

2.

dimaksud dalam hu.ui a dan b, lerlu menetapkan
Peraturan Gube.nur tentang Pe.lindungan Tenaga Kerja
melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagal{erjun Di Provirsi Riau.

Undang'undang Nomor 6l Tahun 1954 bntang
Penetapan atas Undang-Undang DaruEt Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daeran S$atant.a
Tjnskat I sumate.a Ba.at, Jambi dan Riau (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)
sebagai Undars Undang (Lenbarar Negara Republik
lndonesia Tahun r95a Nomor 112, Tambahan L.mbdd
Negda Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang - Undang Nomo. t3 'fabun 2003 Tentang
Ketenasakerjaan (r€mba.a Negara RepubLik lndonesra
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Nega.a
Republik Indonesia Nomor.1279l;

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Letubaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2004 Nomor 150, Tmbahan Lembaran
Negara Nomor 4456);

3.
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4 Undan8 U..Lang Nomof I2 Tanun 20lt tentang
Perundang undangan

9.

a.

6.

5.

(Lembafd Negara Republik Indonesia Tahun 2otl
Nomor a2, Tambahan Lmbaran Negara Repubtik
lndonesia Nomor 5234);

Unddg-Undang Nomor 24 Tahun 2011 rentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lemba.d Negara
Republik lndonesia Tabun 2011 Nomor 116, Tahbahan
Lembaran Negda Nonor 5256);

Undang Undang Nomo.23 Tahun 2Ot4 Tentdg
Pemerinrahan DaeEh (Lenbdd Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
N--are F.oLb, Ioon-\rs Noao- J.8/t \Fbcgaimds
telah diubah beberapa kali te.akhir dcngan Undmg-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 rentang Peabahd Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 rcrels
Petueintahan Daerah (Lembdd Negara Repubtik
lndonesia !'ahun 2015 Nomor 58, 'fambahan Lcxruuar
Negara Republik lndonesia Nomor 5679):

Peraturan Petuerintah Nofto.44 Tahun 2015 Tcntang
Peny€lenggaraan Progfam Jminan Kecelakaan Keia dan
Jaminan ltenatian (Lembaran Nesafa Republik Indonesra
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan L€ftba.an Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tanun 2015 Tentdg
Pcnyelengga.aan Prog.aft Jaminan Pcnsiun (Lembdan
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Ncgara Nomo. 5715);

Peratu.an Pemerintah Nomor 46 tahun 20i5 Tentang
Penyelenggaraan Prosram Jamind Ha.i Tua (Lembard
\pg-o Frp bl'L l-con-\i" fa rn rO 5 Nomo- r.i,
Tambanan Lemba.an Negara Nomor 5716) sebagaimana
telan diubah beberapa kali ierakhi. dengan peraturd
Pemeintah Perarurar Pemefintah Nomor 60 Tahun 2Ot5
Tentang Perubahan Aras PeEtufan Pcmerjntall Nomor 46
Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Prog.am Jaminan
llad Tua (Lenba.m Ncgara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1a7, Tambahan Lemba.an Negara Notuo.
5730);

10. Peraturan Pr€siden Nomor 109 lahun 2013 Tentang
Penahapan Kepese.tan Jaminan Sosial (Leobaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);

11. Pcratun Menteri Kerenagakerjaan Repubtik lndonesia
Nomor t9 Tanun 2015 Tentdg Tata Cara dan
Persyamta! Pembaya.an Manfaat Jamind Hafi Tua;

12. Peratu.an Menteri Ketenagakerjaan Republik hdonesia
Nomor 29 Tahun 2015 Tcntang Tata ca.a pendaJta.an
Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat
Jaminan Pensiuni



13. PerstureD Mente.i Ketenasakcrjam Republik Indonesia
Notuor rt4 Tahun 20r5 Tcnlang Penyelenggdmn Pfogram
Jaminan Kecelal<un Kerja dan Jaminu Kematian Bagi
pekerja Harian kpas, Bofongan, dan perjanjian Keia
waklu Terrenru Pada sektor usaha Jasa Konstruksij

14. Pcraturan Menten Dalam Negeri Noror a0 Tahun 2015
tentang Pembentukar Produk Hukum Daerah;

ts. Pe.aturan Menteri lteienagakerjaan Republik tndonesia
Nomor I Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelengga.d
P.osram Jaminan Kccclakaan Ke.ja Jdinan Kenatian,
Dd Jminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima
Upah;

16. Peraturan Menteri Keienagake{aan Nomor 23 Tahun
2016 tentang Tara Cara Pergenaan dan Pencabutan
Sanksi Administratil Tidak Mendapar Pelaydan Publik
Tertentu Bagi Pemberj Keia Selain Penyelenggara
Nega.aj

i7. Peraturan Dae.ah hovinsi Riau Nomo. 4 Tahun 2013
tentang Pelayaran, Pcncmpatan dan Perlindungan
Ketenagakerjaan Provinsi Riau (Lembdd Dae.ah
Provinsi Riau Tahun 20i3 Nomor 4)

MEMUTUSKANT

Meretalkan : PERAfURAN GUBERNUR TENfANC PERLINDUNCAI{
TENACA I{EzuA MELALUI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAIT SOSIAI, ITETENACAKEzuAAN DI PROVINSI RIAU-

BAB I
KETDNTUAN VMUM

pasal I
Dalam Peraturan initang dimahsud dengan

l. Provinsi adalan Provinsi Riau,

2. Der e-a."h Provinr adalsh D-n- rr (a Pro rn5iRr1tr

ciubernur adalah Cubemur Riau.

Dinas Tenaga Kerja, Tr@smigfasi dan Kepcndudukd atau sebutan lain
yang disingkat dengan .linas adalah jnslansi ydg menyelenggarakan
urusan peneintahan dibidang ketenagakerjaan.

Ba.lan Petyelenssam Jaminao Sosial Ketena€akerjaan yang selanjutnya
disingkat BPJS Ketenagakciaan adalah Badan Hukum yans dibentuk
unluk menyeLenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaftinan
Ha.itua, Jaminan Kematian, da. Jaminan Pensiun.
Pekerja adalan sedap ords ydg beke.ja dcnsan menedma gajj, upah,
atau imbaid dalam bentuk 1ain.

3.

5.



L

Peabrn <Frlr ddadh o ang p- s^o.ngan. oc su. a,'rd. oaaan hu,ul
rrou bdddn lornn\4 t ang mFn D-\-r'a!.dn r( n,gd Le ." dr4L p-njFrcneAr€
ncgdrd jc' I n rnpckab\. p^scwo ,Fsc i d. ng". 1 enb"vd. sdji Lpd.
alau rhoaran oa16m bentuk larnny!

P€nyclenggda Negara adalah pejabat nega.a yang mcnjataDkan fungsi
eksekutil legislatif, atau }ldikatif, dan pejabat lain yane fungsi dan tugas
lokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negafa sesuai dengan
keteniuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

9. Pdahapan Kepescrtaan yans selanjutrya disebut penahapd adaiah
tahapan yans diLakukan oleh petuberi kerja untuk mendattarkan dirjnva
ddn ockerjEn," -bagar p-scrr" \F. ra d"ngsn progrdr drna \o.ia
yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.

10. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perceorangd, pengusaha,
badan hukum, atau badan lainnya yanc mempekerjakan t;ag; kerja
pada proyek Jasa Konstruksi dengan membaya. gaji, upatr, atau imlatin
dalam bentuk lalnnya.

r 1 . Pengguna jasa konstruksi adalah omng perseo.angan arau badan sebagai
pembel tugas atau pemilik lekclaan/proyek yang menerlukan layanan

12. Penyedia jasa konsrruksi adatah o.ang perseo.dgd arau badd yang
kegiatan usahanya menyediakd rayanan jasa konstruksi.

13. Pekerjaan konsrruksi adatah keseluruhan atau sebagian rdgkaian
kegratan perencanad dan/ atau pelaksanaan bese.ta pcngawasan yang
ncncakup pekerjaan a.sitekiural, sipil, mekanikal, clckrikal, dan tara
lingkungan masing masing beserta ketengkapannya, untuk mc@judkb
suatu bdgunan atau bentuk r,lsik lainnya.

14. Peserta adalah seriap orang, termasuk orang asing yang bekerja pating
singkat 6 (enah) bulan di Indonesia, yang relah membayar iuran

15. Peserta Pene.ima Upah yug selanjurnya disingl€t pese.ta pU adatah
sehap o.ang yangbekerja pada pcmberi kedaselain penyelenggara negafa
densan mcnerima gaji atau upah.

16. Peserta Bukan Pene.ima Upah ydg selanjutnya disingkat peserta BpU
adabn orde peroldgan yans melakukan kegiatan usaha secara mandi.i
untuk hemperoleh penghasilan.

17. Upah adabn hak pekerja yang diterima dan dinyataLd .latam benruk
uang sebagai imbalan dari pembcri kerja kepada pekerja ya.g ditetapkm
dan dibayar menurut suaru p€rjanjid kcrja, kesepakatan, atau peraturan
perundans-undangan, r€.masuk lunjangan basi pekerja dan keluarydya
atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

l8 KF pl"kadr kprj" -d"la k" et"k"". .enB '-..ac. .srS b"rhubingr
d.'gar h rb'rg"- k-rja. e '"ul penr"t, )" g .hbLt kdpna
hubungan kcrja. Denikian pula kecetakaan yang rcrjadi datam perjalanan
berdgkat dari rumah menuju t€mpar kerja dan pulang ke ruman melalui
jalan ymg wajar atau biasa dilalut.



19 Jaminan (ecelakaan Ke{a yane selanjutnya disinekat JKK adalah
manfaat be.upa uang tunai dd/ atau peiayand kesehata yang
dibe.ikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit
yang disebabkan oleh lingkungan kcia.

20. Jaminan Kematian yang selanjutnya disiDgkat JKM adalah manfaai uang
tunai yang dibe.ikan kcpada ahli waris kelika peserta meninggal dunia
bukan akibat kecelakad ke.ja

21. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan ydg
membenkan kepastian penerimaan penghasilan yang dibcrikan sekaligus,
pada sat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi
Persydatm tertentu.

22- Jeinan Pensiun yans sclanjutnya disingkat JP adalah jamind sosial
yang bertujuaD untuk mempertahdkan derajat kehidupan yang layak
bagi peserta dan/atau ahli ivaris.ya dengan nemberikd penghasilan
setelah peserta dehasuki usia pensiun, mengalami cacat total telap, atau
meninggal dunia,

23. Cacat adaLah keadad berkurang atau hilangnya fungsi tubuh alau
hilangnya anSgota badan yarg seca.a langsung atau tidak langsu.g
mengal{ibatkm berkurang alalr hilangnya kemampuan pekeda untuk
menjalankan pekerjaannya

24. Pengawas Kerenagakerjaan ialah
Kementerian Ketenagakerjaan
Ketenagal{erjaan.

25. Hdga kontrak adalah lekerjaan borongd yang lercantum ddd kont.ak
pekedmn atau beberapa konrak pekerjaan <lari suatu proyekj ant€ra
pcmbcri kcrja/pemilik dan konhal<to. petubdgunan.

26. Masa Iur adalah jumlah buld pelunasan pembayarar iu.an kepada
Badd Penyelengga.a Jaminan Sosial Ketenagakcr.jaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

pegawai t€knis berkeahlian khusus da.i
yang ditunjuk oleh Mente.i

pasal2

Peraturan Gubeinur ini dimaksudkd sebagai dasa. hukum dan ledoman
bagi Peme.inbn Provinsi dd BPJS Ketenagake.jaan daLam pelaksanad
Jaminan Sosial Xetenagakerjaan di Provinsi.

Pas.l3

Pe.aturan Gubernur ini be.tujuan agaf temjudnya peflindungan sosial
bagi pekeija di Provinsi melalui pfogmm JKK, JH'|, JKM dan JP sehingga
pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seca.a layak.



BAB III
RUANG LINGKT'?

pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Oubemuf jni re.diri dari j

a. kepesertaandanJaminan;
b. tata Cara Pendaftaran;
c. bcsa.an dd Tata cara Pembayaran lurd;
d. sanksiAdminisrrarit
c, pembinaan, Pengawasan dan Pengendaliani
t monito.ing, E aluasi dan Pelaporan; dan
g. program Kerja dan Pembiayaan.

KEPESERfAAN DAN JAMINAN

BagiaD K€satu
Kepeseltaan

Psal S

{1) Pese.ta Jaminan Sosial (eteDagakedaan rerdiri atas:
a. Peserta Puselain penyetenggara negarai
b. Peserta BPU

(2) Peserta PU sebagaimana dimaksud pada ayar (1) hurufa, meliputi:
a. Pekerja pada perusanaan;
b. Pekerja pada oranc pe.seo.angan; dan
c. Orang asing yang beke.ja di lndonesia paling singkar 6 (enan) butm.

(3) Peserta BPU sebasaimana dimaksud lada ayat (1) hu.uf b, meliputi:
a. Pemben kerja;
b. Pekerja di llrar hubungan kcrja arau pekerja mandiri; dan
c. Pekerja ymg tidak termasuk huruf b yang bukan menedma upah.

(4) Setiap peserta PU dan peserta BPU wajib mengikuti prosram Jaminan
Sosial Ketenasakerjad ftelalui BPJS Kelenagakerjaan.

(s) Pehberi (crja secara beftahap wajib hendaJta.kan dirinyadan pekedanya
sebagai Pese.ta kepada BPJS Ketenaeakerjaan sesuai dengaq progrd
Jami.an Sosial ydg diikuti.

(6) Pemberi Kerja, dalam melakukan pcndafrdan sebagaimana dinaksud
pada ayat (5), wajib menbe.ikan data dirinya dan pekerjanya berikut
dggota keludgdya sccara lengkap dan benar kepada BPJS
Ketenasakerjen.

(7) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (s)untuk :

a. usaha besar dan usaha tuenengah wajib nengikuti pfogram JKK,
JKM, JHaf dan JPI

b. usaha kecil wajjb nengikuti prog.am JKK, JXM dan JHT; dan
c. usahatuikrc wajib mengikuti program JtUt dan JKM.

(8) Ketentuan tcntans skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat i7)
berpedoman kepada ketentuan perundang unrtansan.



Bagistr Kedua
Jami!an

Pasal 6

Janinan Sosial yang diselenggarakan oteh BPJS Ketenagakerjaan adatah:a. JI{(
b, JHT
C. JKM

PaEgraf Kesatu
JKK

Pasal ?

r-l P-sc tc vMg mcnecl.mr 14 j. k..n k-rd "Gu oFr \"{ir .kib6r kc-j.
befhak atas msnt:rf .lKl<

(2) ManfaatJKK sebagaimana yans dimaksud pada ayat (t)berupa:
a. pelayanan kcsehatan sesuai kebutuhan medisyang metiputil

l. pefte.iksad dasar dan penunjangi
2. pe.awatan dngkat lerrama dan lanjutd;
3. rawar inap kelas I rumah sakit pemerintah, ruhan sakii

pemerntah daerah, atau .uhah sakir swasra yane setda;
4. pe.awatd intensifi
s. penunjdgdiagnosrik;
6. pengobatan;
7. pelayanan khusus;
a. akt kesehatan dan implanj
9. jasa dokter/medis;
10. operasij
11. t.dsfusi da.ah; dd/atau
12. rehabllitasimcdik.

b. santunan berupa uang yang mclipun:
1 pengSantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami

Kecelakaan Xerja atau penyakir dkibat kerja, ke .umah sal<it
dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pe.tolongan pertatua
pada kecelakaan;

2. santunan sementara ridak mampu bekerjai
3. sarltunan Cacar sebagian analohis, Cacat sebagian tungsi, dan

Cacat totat tetap;
4. santund kematid dan biaya pemakaman;
5. santund berkaia yang dibayarkan sekatigus apabila peserra

meninggal dunia atau Cacat totaL retap akibar Kecelakad
Ke.ja atau penyakit akibat kcrja;

6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alar bantu (orthose)
dan/atau alat penaaanti (prorhese;j

7. penggantian biaya gigi tiruanr dan/arau
a. beasiswa pendidikan anak bagi sctiap Pese.ra yang meninggat

duma atau cacat total rerap akjbar kecelakaan kerja.

{3) Hak untuk menuntut manfaat JKl< sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menja.li gugur apabila relah lewat waktu 2 {dua) rahun sejak Kecelak@n



{4} Besaran mdfaal, tata cam pcngajuan dan pengambilan manfat JKK
sebagaimda .limaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengd
perarurd perundang undargan.

Paragraf K€dua
JHT

Pasal a

(t) Mdfmt JHT me.upakan nilai akumulasi se1uruh iuran yang teLan disetor
ditamban hasil pengembangdnya.

(2) Mmraat JHT sebaeaituana dimaksu.l pada ayai (t) diambil pada saat
leserta hencapai usia s6 (lina puluh enaml tabun atau meninggal dunia
atau cacat total tetap, atau berhenti heLerja clad lerusahaan.

(3) Besa.an manfaat, rata ca.a pengajuan dan pengambilan manfaat JH'r
sebagaimda dimaksud pada ayat (2) dilaksanaka. sesuai densan
pe.arurd perunqang unddgan.

(3) Usia Pensiun sebagajmana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya hertmbah
I (satu) tahun untuk s€tiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai tuencapai
Usia Pensiun 65 (cnam puluh lima) lahun.

(4) Dalam hal Pcscrta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan
letap dipekerjakan, Pcscrta dapal metuilih untuk tuene.ima Manfaat
Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti
bekerja.lengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

{s) Manret Pensiun berupal
a. Pensiun hari tua;
D. Pensrun cacarj
c. lensiunjanda atau duda;
d. pensiun dal<i atau
e. pensiun orMg tua.

Paragral Ketiga
JP

P4aI9
Mdfaat JP diberikan pertama kali pada usia pensiun 56 (lima puLuh(r)

{2) Usia Peosjun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi s7 0ima puluh
tujuh) tahun tuulai I Januari 2019.

(6) Manfaar Pensiun hai tua sebasaimana dimaksud pada ayat (s) huruf a
diterima pcsc.ta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki
masa iur paling sinskar 15 tanun (180 bulan).

(7) Mdfaat Pensiltn cacat sebagaimana dimaksud pada ayar (s) hurul b
ditenma oleh Peserta ydg telah mengalatui Cacat Total Tetap sebelum
mencapar usra pensun.

(8) Mdfat Pensiun Janda atau Duda sebagaituana dimaksud pada ayat (5)
hurufc ditcrima oleh istri atau sumi dari peserta yang menilggal dunia.



(91 Mdraat PeDsiun anak sebagaimana dimaksud pada ayat (s) huruf d
diterima oleh anak dalah hal:
a. Peserta meninggal .lunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau
b. Janda atau Duda dari Peserta tueninggal dunia alau menikah lagj.

(101 Mantaat Pensiun orang tua scbagainana dinaksud pada aya! (s) hurufe
diterima oleh orang Tua dalam hal Peserta menjnggal dunia dad ridak
mempunyai istd, suami atau anak.

( 1 1) Bagi Pcscrta yang nencapai usia pensiun sebelum masa iur mencapai I 5
tahun, peserta berhak mcn.lapatkan seluruh akumulasi luEnnya
ditamban hasil pe.gembangannya.

(12) Besaran manfaat, lala ca.a lengajuan dan pcnsambilan manfaat Jaminu
Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (s) dilal<sanakan sesuai
.Lengan peratu.an peru4dang-undangar.

Pasal lo
(1) JKM diberiku kepada ahli waris pekerja yang meninggal bukd karena

kecelakaan keija.

(2) ManfaatJKM sebagaimda dimaksud pada ayat (1) terdi.i atas:
a.Santuran kematid;
b.Santunan befkala yang dibayar sekaligus;
c. Biaya pemal<aman;
d.Manfaat tambahan scsuai dengd kelentuan perarurd perundang

(3) Besdd manfaat, tata cda pengajuan dd pengambilan manfaat
sebagaimans dimaksud pada ayat (2) diLaksmakan berpedoman pada
kerentud penturan perundang-undangan,

JI'M

BAB V
TATA CARA PENDAFIIARAN

Pasal 11

(r) Pcndanaran peserla jaminan sosial ketenagake.jaan dilakukan melalui
ksto. cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tcmpat pclayand BPJS
Ketenagakerjaan lainnya yarg ditunjuk denean mengisi io.mulir
lendattad sesuai format yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan disertai
dengan dokumen pendukung.

(2) Dokumen pendukuns sebagaimda dimaksud pada ayat (r) untuk PU

a.lotokopi Nomor Pokok wajib Pajak Perusahaani
b. fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan / akta pendidan perusahaanl
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Ka.tu Kelua.ga; dan
d. lotokopi kartu peserta BPJS Ketenasaker.jaan bagi yang sudah pemah

terdattd menjadi peserta.

(3) DokumeD pendukung sebagaiftara dimaksud pada ayat {1) untuk BPU
melipuri Ka|tu Tanda Penduduk dan Kaftu Keluafga.



pasal 12

(1) Bagi pcnyedia jasa .talam kcgialan pembangunan pemerintah provinsi
yang diblayai Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Provinsi, wajib
mcndaftark&1 proyeknya ke dalam prosram jamind sosial
ketenagake4au selambat-lambainya dalam waktu r(saru) minggu
sebelum pekerjaan djmulai dengm mengisi formulir sesuai fo.mat yang
be.laku pada BPJS Ketenagakerjaan discrtai dengan dara pendukung,

(2) Dokumen pendukung pendaJtdd sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pe.usahaani
b.lotokopi Surai lzin Usaha Perusahaa. / akra pendi.ian perusahaani
c. iotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kcluarga pemitik

d. rotokopi kdtu peserta BPJS Ketenagake.jaan bagi yans sudah perna!
terdaila. menjadi peseria;

e. rotokopi surat Perintah Kerja (sPK) arau kontEk ke.jaj dan
I fotokopi Rencana Anggdm dan Biaya (RAB).

Pasal 13

(l) setiap pembed kerja yang mengurus rcsisrasi baru alau resistEsi ulang
atau perpanjangan izin usaha atau menjadi peserta dan pemenang tender
proyek infrastuktur di provinsi wajib melanpirkan bukti kepesertaan
BPJS Ketenagakerjun dan bukti pembayaran iu.an BPJS
Ketenagake.jad bulan terakhir.

(2) Tempat pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagake.jam berada pada
kator cabans BPJS Ketenasaketjan,serui@ Point olJace (sPo) Kerjasama
Perbankan,kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSPJ dan Peiayman
Administrasi Teryadu Kecamata (PATEN).

Pasal 14

Seriap penyedia jasa konstuksi wajib memperhitungan besanUa iu.an
p.ogram JKK dan JKM saat akan melaksanakan pekerjaan konsrruksi.

Pasal 15

Pcngguna jasa konsrruksi mengirinkan salinan .lanaf pcrusahad yang
mendapad{d kontrak lroyek, bese.ta hafga kontrak kcpada Dinas ydg
membidangi keterasak€{aan.

Pasal 16
P€nyedia jasa konsbuksi yaDg menyerahkan lekerjaan kepada pihak ketiga,
atau sub kont.aktor ivajib densyaratkan kepesertaan BPJS (etenagake.j@n
bagi perusahaan pihak ketiga, atau Sub konlral{tor dengan menunjuktd
bukti kepesertad BPJS Ketenagakerjaan serta bukti iur@ terakhif,



pasal lT
(t) Besafan iuran prosram BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja pU

adalah sebagai berilat I

a. J((
c, JHI'

BAB VI
BF,SARAN DAX TATA CARA PEMBAYARAN IURAX

Bagian K€satu
Besann

: 0.24% s/d i.74% ddi upan
: 0.3% dari upah sebulani
: 3.7% Pembe.i Kerja dan 2%

: 2 o/o Pemberi Kerja dan 1old

(2) Besarnya iuran prog€m BPJS
adalah sebagai beikut :

a. J]{i{
b. JI{M

Kctenagake.jaan bagi 'lenaga Kerja BPU

: I % dan upah sebuld;
r Rp.6.400, perbulan;
: 2olo dafi upah sebulan.

Pasal 1a

(l) Dald hal komponen upah Pekerja tidak dikcrahui atau ridat{ tercdtum,
maka besamya iuran JKK dihitung beidasarkd nilai KontFk Keda
Konstruksi dengan ketentuan sebagai be.ikut :

a. Pekeiaan Konstruksi sampai dengan nilai konfak R!. 1OO.OOO.OOO,-
(seratus juta arpiahl, Iurd JKI< sebesar 0.21% (nol koma <tua putuh
satu persen) darj nilai kontrak.

b, Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kortrak di atas Rp. I00.OOO.OOO,
(seratus juta rupian) sanpai densan R!. s00 000.000,- {lima ratusjuta
rupiah), iuran JKK sebesa. penetapan nitai iu.an JKK huruf a ditambah
0.17% (nol koma rujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni ddi Dilai
Kontrak Kerja Konstruksi selelah dikurangi Rp. roo.oOO.OOO, (seratus

c. Pekerjad Konskuksi di atas Rp. 500.000.000, (lima rarusjuta rupian)
sampa densan Rp. 1.000.000.000,- (saru nilyd rupiah) sebesar
penetapan nilai juran JKK huruf b ditambah 0,13olo (nol koma tiga belas
persen dafi selisih rilai, yakni dari nilai Kontral{ Ke{a Koostruksi
setelan dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima rutusjuta rupian);

d. Pekerjaan (onsrruksi di atas Rp. 1.000.000.ooo,- (satu milyd rupiah)
sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (ljna mityar .upian) sebesar
penetapan nilai iuran Jl{]t hu.ul c ditambah 0.11dlo (nol koda sebelas
persen) dari selisih nilai, yakni da.i nilai Kontrak Kerja Konsttuksi
setelah dikurangi Rp. l 000.000.000,, (satu miLyar ruplah); dan

e. Pekerjaan Konstruksi .li alas Rp. 5.000.000.000,- (tima milya. rupiah)
sebesar penetrpd nilai iuran JKK huruf d ditambah 0,09olo (nol koma
nol sehbilan persen) dari sclisih nilai, yat{ni dai nilai Konhak Ke.ja
Konstruksi setelah dikurangi Rp, 5.000.000.00o,, (lima nilyar rupiah).

(2) Dalaft hal komponen upah Perkerja tercantum dan diketahui, oaka iuran
JKK bagi tenaga kerja yang bekerja pada pemberi Kerja Jasa Konstruksi
ditetapkan sebesai 1.74ol' (saru kona tujuh putuh empat persen) dari



p.sal 19

(l) Daram hal korponen upah peke.ja ddak diketahul atau tidak teicantum,
maka besarnya iuran JKM dihituns berdasarkd nitai Kontrat< Keia
Konstruksi dengd ketentuan sebagai b€dkur :

a. Pekerjaan Konstruksi sampai dcngan nitai kontrak Rp. 1OO.OOO.OOO,
(seratus juta tupiah), turan JXM sebesar o.o3% (nol koma nol nga
persen) da.i nilai kont.al<.

b. Pekerjaan Konstruksi dengan rilai kontrak dj atas Rp. tOO.OoO.OOo,
(seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. s00.000.000,, (lima rarusjuta
rulisn), iuran JKM sebesar penetapan nilai iufan JKK hu.uf a,
ditambah 0.02ol. (nol koma nol dua persenj dari selisih nitai, yakni da.i
nilai Konthk Kerja Konstruksi seretah dikurangi Rp. 1OO.OOO.OOO,-
{seratusJuta rupiah).

c. Pekerjan Konsrnksi dj aras Rp. 500.000.000, (tima ratus juta .upjah)
sadpai dengan Rp. 1.000.000.000, (satu mityar rupian) sebesd
penerapan nilai ju.an JKM hurufb, ditambah o,o2% (nol koma not dua
persen dari selisih nilai, yakni dad niiai Kontat Ke.ja Konstruksi
setelah diku.angi Rp, 500.000.000,- 0ima.atus juta rupiah)i

d. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 1.00o.OOO.OOO, (satu milyar rupiah)
sampaL dengan Rp. 5.000.000.000, (lina milya. rupiah) sebesa.
penetapd nilai iuran JKM huruf c, .litambah 0.01olo (nol koma nol satu
persen) dari selisih nilai, yakni <ta.i nilai Konrrak Ke.ja Konstruksi
setelan dikurangi Rp. 1 000.000.000, (saru mityar rupiahlj dd

e. Pekerjm Konstruksi di atas Rp. 5.Q00.0oo.ooo, (litua milyaf rupiah)
sebesar penetapan nilai iurd JKM hurufd, diraftbah o,ol% (nol koma
nol satu percen) dari selisih nilai, yaknj dari nilaj Xonr.ak Kerja
Konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.00o,, (lima milya. rupiahj.

(3) Nliai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasa.
perhilungan iu.an sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) do Pasal ta
setelah dikurangi Pajak Pe.tambahan Nitai.

Bagi.tr Ke.lua
Tata Cara P€Dbayaran Iuran

(l)

Pasal20

Untuk pembaysran iumn pertama dapat dilakukan melalui bank yang
bekerjasama dengan BPJS Ketenasakerjaan

(2) Untuk pembayaran iuran larjutan dilakukan lada Bank Fng ditunjuk
oreh BPJS Ketenagake.jaan, atau Paynent Paifi affrce yang bekerjasma
dengan BPJS Ketenagakerjaan

(2) Dalam hal komlonen upah iercatum
basi tenasa kerja yang beke{a pada
dLtetapkan sebesar 0.30% (nol koma tiga

dan dikctahui, maka iuran JKM
Peftbed Kela Jasa Konstruksi
puluh pe.sen) dad upah sebuld.

jasa konstruksi oilik
Pe.dapatan dan Belaqja

iu.an p.ogram BPJS
iuran da.i BPJS

Pasal2l
(l) Pemunsutd iufan baei renaga kela pada

Pemerintah P.ovinsi yang dibLayai dad Anggaran
Daeran Provinsi dilaksanakan dengaD cda:
a. Penyedia jasa konstruksi membaya.

Ketenasakerjad berdasdkan penetapan
(etenasal<e.jaan.



b. Penyedia j asa konstruksi menyerahkd bukti setor dan penetapan iurd
ddi BPJS Ketenaeakerjaan kepada Bcndaha.a penseluaran Satuan
Xerja Perugkat Daerah.

c, Bendaha.a pengeluard mclampirkan bukti seror dan Denetapan turd
dari BDJS *Frr'.ga{e idn ' beea. pptF, Sk"p dokuh{ dctdm
pengajum sural perintah pencairan (SPP) dan sura! perintah membayar
(SPM) dengan lengkap dan bena. ke Badd Pcngclolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Riau.

d. Bendahara Umum Dae.ah meneliti SPM dan Spp yang diajukan satuan
kerja perangkat daerab kenudian mencujibesa.an iu.an progrm BpJs
Ketenagakerjmn yang disetorkan.

w,jib dis€lesaikan sebel!m

Pas \ 22

Laporan upah dan mutasi peker.ja serta rincian iuran per pfosram diserahkan
oleh pemberi ke{a kepada BPJS Ketenagakerjaan datam bentuk /ud@pv
maupun sojtcop!'dan tenbusd disamlaikan kepada Dinas yang netubidagi

BAB VII
SANKSI ADMINIS'IIIA'IIF

pasal 23

(r) Setiap pembefi kcrja dan/atau pekerja yane metan8gar ketcntuan dalm
peraturan Oubernur ini dikenai sanksi administraril sesuai ketenruan
peraturan perundang-undangan.

(2) sanksi administratil sebaga'mana djmaksud pada ayat (11

a rcgu€n G.turs;
b. denda; dan/atau
c L d"k mF. d"pJr pel"vdnmpdb'kr,r'enrr

pasal 24

(l) Pengenaan sanksi teguran te.tulis sebasaimana dimaksud
ayat (2) hurut a dibeikan paling bdyak 2 (dua) kali
untuk janska waktu paling lama 10 (sepuluh) hari ke.ja.

(2) luran prog.am BPJS ketenasakerjaan
pekerjaan proyek berakhir.

t2l Sanksi teguran tertulis scbagaimana dimaksud paaa ayar (1) dibe.ikan
oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal25

Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tiga puiuh) hdi
sejak berakhirnya peng€nen sanksi tegu.an te.tulis kedua berakhi..

Sanksi denda sebasaimda dimaksud pada ayar (1) diberikan oleh BpJs(2)



pasal 26
/l) PengFr .dn anks rdok dFnddpcr prt"vdn", pub { . renru -eo"gaitrdnr

d.mrL{: rd dalm P. al 2J 2vcL tl hq-Jl , drt"kLL, n ote o-m-.rr ar
Provirsi atas permintaan BPJS Kerenagakcrjaan.

(2) BPJS &tenagakcrjaan dalam meminra pengenan sanksi tidak mendapat
perayand publik tcrteniu sebagaihana dimaksud pada ayat (t)
berkoordinasi dengan Badd pelayanan perizinan Tcrpadu provi;si Riau
sesuar kerenruan peraluran perundde undangan.

(2)

BAB VIII
PDMBINAAI{, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAiTI

p^.al27

(1) Dalam rangka pelaksanen program BPJS Ketenasat edad dilakukan
pembnaan se.ara terpadu oleb unsu. pemerintah provjnsi dan unsu.
EPJs Ketenasakerjaan.

Pembinen sebagaimana dimaksud pada avat (t) dilakukan oleh tim
pengtah dan titu pelaksana yang di bcniuk melalui Kepurusan Cubernu..

Pasal2A

Pengawasd dan pengendalian tcfsele ngga.anya janinan sosiat
ketenagake{aan dilal{ukaq oleh pensawas keteMsakerjaan.

BAB IX
MONI"ORINGI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal29

(1) Sekrctaris Daerah melalui asisren bidang perekonomian arau sebutan
lainnya beFama BPJS ketcnagakerjaan dan Saruan kerja perangkat
Daerah lerkait melakukan monitoring dd cvaluasi atls petaksan;njmind sosial kerenagakerjaan di pfovinsi.

(2) H6il monitorinc dan evaluasi sebasaioana dimaksud pada ayat (t)
dilaporkan kepada cubernur scriap 6 (enam) buian sekali atau se;akru
waktu apabila dibutuhkan unruk nenjadi baban pertimbogan datam
pcnpsunan kebijakan di Jamjnan sosiat (etenagat<erjaan di provinsj.

(3) Pehr<sanen moDiroing da. evaluasi sebaAajmana dimaksud pada ayat
(rl dilaksanaLan oleh Tnn yang dibenruk melallri Keputusan Cubernu..

BAB X
PROGRAM KERJA DAN PEMBIAYAAN

pasal SO

U.tuk mendukung kelancaran pctaksana.. program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di P.ovinsi, Tim penga.ah dan ,tim pelaksda menjasun
Prog.d kerja tahuna..



Pasal3l

Eiaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Jamina sosial
Ketenacakerjaan di Prcvinsi bersunber pada Anggaran Pendapatd dan
Belanja Nesara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacfah (APBD)
dan/atau Anegaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor \ Iilayah, Ksnto. Cabang
BPJS ktenagakcr.jaan yang berada di P.ovinsi.

Pasal32

Bagi pemberi kerja yang telah tuengikutsertakaD pekerjanya dalam prcgram
Jaminan Sosial Ketenagakerjaar berdasarkan Undans Undans Nomo. 3 Tanun
1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Keda drlaEng mengurangi program
iamins. so: dl kl"nasaq- j"a )" 8 ,c'a\ diikL ,

BAB XI
KETENTUAN PERALIIIAN

BAB XII
KETENTUAN PENVTVP

Ditetapkao di Pckanbaru
pada tanggal 

o,r***u* 

II, ARSYADWLIANDI RACTIMAN

P.sal33

Peraturan Oubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Asar setiap orang mengetahuinya, memerinlahlan pengundangan Peralurd
Gubernur ini dengan penehpatannya dalam Be.ita Daerah P.ovinsi Riau.

p8da tangga

PRO!1NSI RIAV

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR :

t5
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